
GUBERNUR LAMPIJNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR I c | 8L lut.o2 lIJ;IKl 20/24

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAUPIRAN I(EPUTUSAN GUBERITUR LAIIPUNG
I{OMOR: Gl6lVl.O2lIil,IKl2O24 TENTANG PEI{ITNWKAN PE ABAT YANG DIBERI

WEWENANG MENAI{DATANGAI{I SURAT PEITYEDIAAN DANA A,IT(X}ARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI L/\UPI'NG

TAHUN ANGIGARAN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB I huruf A angka 2 (dua)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2022 ter,tang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah,
telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor:
G I 6 I YLO2 / HK / 2024 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi
Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung
Nomor: 82I.22.23107 lyl.O4l2024 tentang Pengangkatan
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam
dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di
lingkungan Provinsi Lampung, dan dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan tugas dan wewenang menandatangani Surat
Penyediaan Dana (SPD) perlu meninjau kembali Keputusan
Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud dalam huruf a
tersebut diatas;

c. bahwa sehubungan dengan malsud pada huruf a dan huruf b
tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib,
perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang
Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung
Nomor: G/6/Vl.O2lHKl2O24 tentang Penunjukan Pejabat
yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan
Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 ter,tatg Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat



2-

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 77 Tahwn 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2O2l ter^lang
Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 4l Tahun 2O23;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN GUBERI{UR
LAMPIRAN NEPUTUSAN

TENTANG
GUBERNUR

PERUBAHAN ATAS
LAMPUNG NOMOR:

G I 6 IVI.Oz I HK I 20/24 TENTANG PENUNJUXAN PE'ABAT YANG
DIBERI WEV'TNANG MEITANDATANGANI SURAT PEITTEDIAAN
DANA AN(X}ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAUPUI{G TAHUN ANGGARAN 2024.

Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor:
cl6lVl.O2/HKl2O24 2024 ter,:tang Penunjukan Pejabat yang
diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
Tahun Anggar an 2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman
kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor:
G/61V1.O2/HK|2O24 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi
Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirual
dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal /f-/ - 2024
GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI
Tembusan:
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
J [etu1 DPRD Provinsi tampung di Tetukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan provinsi la.mpung di gandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJp Bandar t ampung di eandar Lmlung;5. Kepala {PPN Bgdar Lampung di Bandar Lampring;
9. Iepa-la Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Blndar l^ampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda prodnsi Lampung Ii f.tukbet.,ng;
8. Pimpinan Cabang Utama pT. Bank t ampung di Telukbetung.
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